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DPR RI Terus
Sempurnakan Diri

 ———

Pimpinan DPR Rl dan Anggota DPR Rl berfoto bersama di Rapat Paripurna DPR RI Periode 2019 - 2029 terakhir.

i akhir masa jabatannya,
Ketua DPRRIPuan Maha-
rani atas nama seluruh
Anggota DPR dan Pim-
pinan DPR periode 2019-
2024 mengucapkan terima kasih kepa-
daseluruh rakyat Indonesia.

“Kami mengucapkan terima kasih
atas kepercayaan rakyat Indonesia
atas kepercayaannya kepada kami.
Walaupun kami tidak sempurna, kami
sudah berusaha untuk bekerja sebaik-
baiknya, sesuai dengan apa yang
kami bisa lakukan,” ungkapnya usai
memimpin Rapat Paripurna terakhir
DPR periode 2019-2024 di Gedung
DPR, Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Senin (30/9).
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Mewakili DPR periode 2019-2024,
Puan mengungkapkan permohonan
maaf atas segala kekurangan selama
5 (lima) tahun mengemban amanah di
DPR. la ungkapkan ini saat memimpin
Rapat Paripurna Penutupan Masa
Persidangan | Tahun Sidang 2024-
2025. Rapat Paripurna ini merupakan
momen rapat terakhir bagi DPR periode
2019-2024.

“Apa yang telah kita kerjakan pada
masa sidang ini dan selama 5 tahun
masa kerja merupakan kerja kolektifdari
seluruhanggota DPRRI, Komisi, Badan,
dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya,”
ujar Puan.

la juga menyampaikan momen
ini akan menjadi akhir masa bakti

anggota DPR periode 2019-2024 yang
telah bekerja selama 5 (lima) tahun.
la menyadari bahwa tidak semua da-
pat dilaksanakan dengan sempurna.
“DPRRI harus terus menyempurnakan
diri, menerima kritik dan otokritik,
memperbaiki segala kekurangan, me-
ningkatkan kualitas kelembagaan, serta
semakin memenuhi harapan rakyat,”
jelasnya.

Tidak berhenti, Politisi Fraksi PDI-
Perjuangan itu mengucapkan apresiasi
kepada seluruh para mitra kerja DPR
untuk kerja sama dalam membangun
bangsa. la juga menyampaikan per-

mohonan maafbilaadahalyang kurang :

berkenan selama kerja bersama pada
periode DPR ini. === aha

FOTO : ARIEF/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya
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Gotong-Royong Jadi
Pedoman DPR

FOTO: FARHAN/HAN

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat Konferensi Pers bersama Wakil Ketua DPR Rl Sufmi Dasco
Ahmad, Wakil Ketua DPR Rl Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus dan Wakil Ketua DPRRI
Muhaimin Iskandar di Sel Ged IIDPRRI, S yan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

ak terasa, DPRRI periode
2019-2024 memasuki
periode terakhirnya
yang tiba pada Senin,
30 September 2024 ini.
Dalam konferensi pers usai Rapat
Paripurna, Ketua DPR RI Puan Maha-
rani menyatakan bahwa selama 5
tahun bersama Pimpinan DPR RI
lainnya telah berhasil menyelesaikan
tugas dengan baik melewati kondisi
global yang tidak baik-baik saja,
namun sampai akhirnya pada hari
ini semuanya bisa berjalan baik de-
ngan semangat gotong-royong dan
kesatuan bersama.

“Kami Pimpinan beserta seluruh

;i anggota DPR RI dan Fraksi-Fraksi
: dari awal terpilih hingga saat ini

tanggal 30 September 2024 semuanya

kompak, solid, menjalankan tugas
konstitusional. Kalau pun kemudian
ada dinamika, semuanya itu bisa
kami selesaikan secara baik, secara
musyawarah mufakat,” ujar Puan
saat konferensi pers bersama para
Wakil Ketua DPR RI, Senin (30/9).

Puan menekankan kekompakan
dan soliditasantara Pimpinan DPRRI
dan seluruh Anggota serta seluruh
fraksi yang ada, meskipun terdapat
dinamika politik di dalamnya. Tak
hanya itu, perempuan pertama
yang menjabat sebagai Ketua DPR
Rl tersebut juga menerangkan
capaian DPR Rl yang sudah berhasil
menyelesaikan fungsi anggaran
dalam masa transisi menuju ke
pemerintahan baru.

pun,arq/rdn
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Berfungsi Optimal Awasi
Jalannya Pemerintahan

FOTO: ARIEF/HAN

sl

Wakil Ketua DPR RI bid:
1, plek Parl S

Politik dan

akil Ketua DPR
RI bidang Politik
dan Keamanan
Lodewijk F. Pau-
lus berharap
3 fungsi DPR yaitu fungsi legislasi,
anggaran dan pengawasan terhadap
eksekutif dapat berjalan dengan baik
melalui kolaborasi yang optimal. la
menegaskan, semua kerja DPR harus
mampu mensejahterakan rakyat
Indonesia.

Lodewijk juga memohon maaf
apabila selamalima tahun terakhir, DPR
periode 2019-2024 masih memiliki
kekurangan selama menjalankantugas.

4 Nomor 1314/111/X/2024 Oktober 2024

~cam,

la pun berharap agar kerja DPR terus
dikawal, termasuk oleh media yang
memiliki fungsi kontrol.

“Kita sangat membutuhkan ban-
tuan dari rekan-rekan wartawan untuk
bagaimana mesosialisasikan apa yang
kita teriakan terima kasih,” ungkap
Lodewijk usai Rapat Paripurna terakhir
DPR periode 2019-2024 di Gedung
Nusantara I, Komplek Parlemen, Sena-
yan, Jakarta, (30/9).

Sebelumnya pada Desember 2023,
Litbang Kompas mencatat citra positif
DPR sebesar 50,5 persen. Sementara
pada Oktober 2022, menurutlembaga
yang sama, citraDPRadadiangka44,4

Lodewijk F. Paulus, dalam foto bersama usai Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara
yan, Jakarta, (30/9/2024).

persen.

Kemudian hasil survei Litbang
Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024, ke-
percayaan masyarakat pada DPR ada
diangka 62,6 persen. Meski bukan jadi
yang pertama, lembaga wakil rakyat
ini tercatat mampu meningkatkan
citra positif paling tinggi, yakni seba-
nyak 12,1 persen dibanding tahun
sebelumnya.

Bahkan angka peningkatan citra
DPRitu mengalahkan TNIyang berada
di urutan pertama. Berdasarkan data
tersebut, artinya terdapat tren positif
apresiasi masyarakat kepada DPR dari
tahun ke tahun. === aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya




==
=
Z
=
3
2
=
=
=
=
3
=
=
&
=
=
z
==
=
=
=
=
>
=
=
=
&
&
=
==
=
=
=
=<
=
=3
—3
=
=
o

FOTO: FAISAL/HAN

Kolaborasi Apik Seluruh
Anggota Dewan

Wakil Ketua DPR RI bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F. Paulus saat diwawancarai usai usai Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di Gedung

a ll, Komplek Parl y

akil Ketua DPR
RI bidang Po-
litik dan Kea-
manan Lode-
wijk F. Paulus
mengatakan selamalimatahun, seluruh
anggota DPR periode 2019-2024 telah
melakukan kolaborasi yang sangat
bagus. Berkat kolaborasi apik itu, citra
DPRRI pun meningkat.

“Kami secara kolektif dan kolegial

selengkapnya - syudah bekerja sama selama 5 tahun.
) A0}

% Alhamdulillah, buktihariinimenyatakan
bahwa kolaborasi kitasangat bagus,” ujar
Lodewijk usai Rapat Paripurna terakhir

Jakarta, (30/9/2024).

DPR periode 2019-2024 di Gedung
Nusantara Il, Komplek Parlemen, Sena-
yan, Jakarta, (30/9).

“Nah, tolok ukur yang paling gam-
pang yaitu Citra DPR dari lembaga-lem-
baga pemerintah di survei. Kita sudah
nomor urut 6 atau diberi poin 62,12%,
sangattinggi,”imbuhnya.

Menurut hasil survei Litbang Kompas
pada]uni 2024, kepercayaan masyarakat
pada DPR ada di angka 62,6 persen.
Hasil survei tersebut menunjukkan
adanya kenaikan citra DPR di mana pa-
da Desember 2023, Litbang Kompas
mencatat citra positif DPR sebesar 50,5

persen.

Kendati demikian, memang terjadi
pasang surut padacitra DPRsejalandengan
dinamika politik yang terjadi. “Dinamika
politik sangat kental apalagi akhir kemarin
kitaada pemiludan Pilkadayang segerakita
laksanakan, tetapi bisa terlewati ini tidak
lepas dari bantuan rekan-rekan media,”
jelas Lodewijk.

Meski bulan September ini terjadi
penurunan, namun citra DPR mengalami
kenaikan cukupsignifikandibanding tahun
sebelumnya. Dari hasil Litbang Kompasjuni
lalu, citra positif DPR naik sebesar 12,1%
dibanding tahun 2023. === aha
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Hasilkan 225 UU dan Dengar
Tiap Kritik

FOTO : JAKA/HAN

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 yang dig:

Jakarta, Senin (30/9/2024).

nggota DPR RI periode
2019-2024 telah pari-
purna menjalankan tu-
gas dengan sejumlah
hasil kerja yang berhasil
dituntaskan. Hal itu mulai dari fungsi
legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ketua DPR RI Puan Maharani pun ber-
bicara tentang political will anggota
dewan dan pemerintah dalam menja-
lankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam Rapat Paripurna Penutupan
Masa Persidangan | Tahun Sidang 2024-
2025, Puan menyampaikan hasil kinerja
DPR selama 5 tahun. Rapat Paripurna
ini menjadi rapat terakhir DPR periode
2019-2024.

6 Nomor 1314/111/X/2024 Oktober 2024

_

di Ged

Menutup masa bakti periode
2019-2024, menurut Puan, DPR bersa-
ma Pemerintah telah menyelesaikan
pembahasan Undang-Undang (UU)
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045,
UU tentang Keimigrasian, UU tentang
Kementerian Negara, UU tentang Dewan
Pertimbangan Presiden, danUU tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2025.

“Dengan demikian, selama periode
2019-2024, DPR RI telah menyele-
saikan 225 Rancangan Undang-Undang
(RUU),” kata Puan Maharani dalam Rapat
Paripurna terakhir DPR periode 2019-
2024 yang digelar di Gedung Nusantara

1, DPRRI, K leks Par

I, DPRRI, Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Senin (30/9).

Adapun 225 RUU yang telah disah-
kan menjadi UU itu terdiri dari 48 RUU
dari daftar Prolegnas 2019-2024, dan
177 RUU kumulatif terbuka. Sementara
5 RUU disepakati tidak dilanjutkan
pembahasannya. Sebanyak 225 UU
tersebut termasuk sejumlah UU yang
disahkan DPR hari ini.

Berdasarkan waktu, UU yang disah-
kan DPR padatahun 2024 sebanyak 149
UU, tahun 2023 ada 18 UU, tahun 2022
sebanyak 32 UU, tahun2021ada 13UU,

dan tahun 2020 juga 13 UU dimana 2 %

diantaranya merupakan carry overdari

periode DPRsebelumnya. === bia/rdn &3
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Pandemi-Pemilu Jadi Tantangan
DPR 2019-2024

FOTO: DEP/HAN

Ketua DPR RI Puan Maharani saat yampaikan g
Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

etua DPR RI Puan Maha-
rani memimpin Rapat
Paripurna terakhir DPR
Periode 2019-2024. Puan
pun menyinggung berba-
gai kesulitan yang dihadapi anggota
DPR RI periode ini, mulai dari Pandemi
Covid-19 hingga dinamika Pemilu 2024
lalu.

Rapat Paripurna Penutupan Masa
Persidangan | Tahun Sidang 2024-2025
menjadi rapat terakhir DPR periode
2019-2024. Rapatparipurnainisekaligus
menutup Masa Kerja Anggota DPR RI

selengkapnya - Periode 2019-2024 yang telah dilakukan

g selama 5 tahun.

; Adapun Rapat Paripurna terakhir
@ DPR periode 2019-2024 digelar di

ya pada Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di

Gedung Nusantara Il, Kompleks Parle-
men, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).
Saat memimpin Rapat Paripurna, Puan
didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi
Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, dan
Rachmat Gobel.

Rapat Paripurna terakhir ini diawali
dengan pengesahan sejumlah Ran-
cangan Undang-Undang (RUU) menjadi
undang-undang (UU). Setelah itu dilan-
jutkan pembacaan 4 laporan atau hasil
pembahasan dari PanitiaAngketdan Tim
Pengawas diikuti dengan pengambilan
keputusan. Setelahnya, agendadilanjut-
kandengan Pidato penutup masasidang
DPR oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Tanpa terasa, masa bakti selama
lima tahun telah kita jalani sejak tanggal

lar di Ged all,

1 Oktober 2019 dan hari ini kita berada
pada hari terakhir,” ujar Puan mengawali
pidatonyadalam Rapat Paripurnaterakhir
DPR periode 2019-2024 kali ini.

“Selama bekerja pada periode 2019-
2024, kita, bangsadan negaraIndonesia,
menghadapi berbagai tantangan dalam
mewujudkan tujuan bernegara,” imbuh
perempuan pertama yang menjabat
sebagai Ketua DPR Rl itu.

Puan kemudian mengungkapkan
berbagai tantangan yang dihadapi
anggota DPR Periode 2019-2024. Antara
lain pandemi Covid-19 yang berdampak
padakrisis kesehatan dan krisis ekonomi,
serta konflik geopolitik regional yang
berdampak padakrisis pangandanenergi
global, termasuk Indonesia. === bia/aha

Nomor 1314/111/X/2024 Oktober 2024 7
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FOTO: DEVI/HAN
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Dukung APBN Jadi Tulang
Punggung Negara

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Rl ke-8 Masa Persidangan | Tahun Sidang 2024-2025 di Ged N

Jakarta, Senin (30/9/2024).

etua DPR RI Puan Maha-
rani menyampaikan bah-
wa DPR Periode 2019-
2024 telah menyelesaikan
2 (dua) Undang-Undang,
yaitu UU tentang Pertanggungjawaban
APBN Tahun Anggaran 2023 dan UU
tentang APBN Tahun Anggaran 2025.
Menurut pandangannya, APBN telah
menjadiinstrumenyangsangatpenting
dan strategis dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintahan pada
periode 2019-2024.

Pernyataan ini disampaikan oleh
Puan dalam Rapat Paripurna DPR
Rl ke-8 Masa Persidangan | Tahun
Sidang 2024-2025 di Gedung

Nomor 1314/111/X/2024 Oktober 2024

Nusantara I, DPR RI. Senayan, Jakarta,
Senin (30/9). “Undang-Undang APBN
Ta-hun Anggaran 2025 berada pada
masa transisi pemerintahan sehingga
dirancang untuk dapat menciptakan
perekonomian makro yang kondusif
serta memberikan ruang bagi kebijakan
dan program kerja dari Pemerintahan
yang baru,” tutur Puan.

la menambahkan, APBN telah
menjadi instrumen yang sangat penting
dan strategis untuk mendukung pe-
nyelenggaraan pemerintahan pada
periode 2019-2024. Selain itu jelasnya,
APBN telah menopang pembangunan
nasional, sertamemberikan perlindung-
an sosial bagi rakyat, bahkan dalam

all, DPRRI. y

menghadapi Pandemi Covid-19, gejolak
ekonomi sosial, ekonomi global, krisis
pangan dan energi.

Menurutnya, APBN mendatang
perlu mempertajam kualitas belanja
negara dalam menyelesaikan masalah
struktural. Kemudian, disampaikan
Puan, berkualitas dalam memberikan
perlindungan sosial dan pemerataan
pembangunan.

“APBN berfungsi menjadi peno-
pang, stimulus, serta katalisator dalam
pemulihan ekonomi dan menjaga
kesejahteraanrakyat. BelanjaAPBNyang
semakin berkualitas akan dapat mende-
katkan kita dalam mencapai Indonesia
emas 2045,” ungkapnya. um/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya




==
=
=
=
S
=
=
=
=
=
=
=
i
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
i
=u
=
=
=
for
=
=
=
o=
=
=
=
=
a

Scan QR
untuk berita

FOTO: RUNI/HAN

RUU Pengawasan Obat dan
Makanan Tak Dilanjutkan

Ketua DPR RI, Puan Maharani saat menerima laporan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh terkait keputusan untuk tidak jutkan p

RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (POM).

PR RI dalam Rapat Pari-

purna Penutupan Masa

Sidang | Tahun Sidang

2024-2025 di Jakarta,

Senin(30/9), menyetujui

keputusan untuk tidak melanjutkan

pembahasan Rancangan Undang-

Undang (RUU) tentang Pengawasan

Obat dan Makanan (POM). Keputusan

ini diambil setelah laporan Komisi IX

DPR RI disampaikan dan disetujui oleh
para anggota dewan.

“Kamimenanyakan kepada peserta

;ee"gkapnvam sidang yang terhormat, apakah laporan

1 Komisi IXDPR RImengenai kesepakatan

untuk tidak melanjutkan pembahasan

RUU POM ini dapat disetujui?” tanya
Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang
segeradirespons dengan seruan “setu-
ju” dari para anggota DPR yang hadir.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX
DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyam-
paikan laporan resmi Komisi IX terkait
proses pembahasan RUU tersebut.
RUU Pengawasan Obat dan Makanan
awalnya merupakan inisiatif DPR dan
telah masuk dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024.
Bahkan, pada 28 Maret 2024, RUU ini
sudah disepakatidalam Rapat Paripurna
dan telah dikirim ke Presiden untuk
dibahas lebih lanjut.

Presiden kemudian merespons
melalui surat tertanggal 29 Mei 2024,
yang menugaskan beberapa kemen-
terian terkait, seperti Kementerian Kese-
hatan, Kementerian Dalam Negeri, dan
Kementerian Hukum dan HAM, untuk
membahas RUU tersebut bersama DPR.

Namun, setelah melalui beberapa
rapat kerja dan diskusi yang intensif,
termasuk pembentukan Panitia Kerja
(Panja), disepakati bahwa pembahasan
RUU ini tidak dilanjutkan. Berdasarkan
hasil rapat antara DPR dan pemerintah
pada 17 September 2024, Komisi IX dan
perwakilan pemerintah sepakat untuk
tidak melanjutkan RUU ini. rnm/aha

Nomor 1314/111/X/2024 Oktober 2024
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Sahkan RUU Pelayaran Jadi
Undang-Undang

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat menyerahkan laporan kepada Ketua DPR Rl Puan Maharani terkait RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun

2008 tentang Pelayaran, di Ruang Rapat Paripurna, Ged

apat Kerja Pembahasan
RUU tentang Perubahan
KetigaatasUUNo 17 Tahun
2008 Tentang Pelayaran,
antara Komisi V DPR RI
dan Pemerintah, telah digelar sejak
20 September 2024. Dalam rangkaian
Rapat Kerja tersebut, Pemerintah telah
menyampaikan Daftar Inventarisasi
Masalah (DIM) sejumlah 305 Daftar
Inventarisasi Masalah (DIM).

Demikian disampaikan Wakil Ketua
Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat Rapat
Paripurna yang digelar di Ruang Rapat
Paripurna, Gedung Nusantara Il DPR
RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).
Setelah itu, ungkapnya, pembahasan

10 Nomor 1314/111/X/2024 Oktober 2024

IIDPRRI, Senay

RUU Pelayaran tersebut dilanjutkan
dengan Rapat Pembahasan Tingkat
Panja dan Tim Perumus secara intensif,
yang menghasilkan rumusan yang telah
disepakati bersama Pemerintah.

“Pada Pembicaraan Tingkat |
dalam forum Rapat Kerja, yang te-
lah dilaksanakan pada tanggal 25
September 2024, semua fraksi dan
pemerintah menerima dan menyetujui
RUU ini untuk dilanjutkan ke Pembi-
caraan Tingkat Il dalam forum Paripur-
na,” ujar Ridwan Bae.

“RUU tentang Perubahan Ketiga
atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran ini, merupakan jawaban atas
perkembangan kebutuhan hukum

, Jakarta, Senin (30/9/2024).

dalam bidang Pelayaran, yang belum
diakomodasi oleh UU No. 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran, selama kurun
waktu lebih darisatu dekade,” lanjutnya
menerangkan.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai
Golkar tersebut menjelaskan dalam
RUU ini terdapat beberapa perubahan
dan sinkronisasi yaitu perubahan pa-
sal sebanyak 44 pasal, perumusan
materi pasal baru sebanyak 18 pasal,
penghapusan 3 pasal dan penyesuaian
pada beberapaangkadalam ketentuan
umum, perubahan judul bab atau
bagian sebanyak 6 judul, serta per-
ubahan penjelasan pasal sebanyak 4
pasal. === pun/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



==
=
=2
=
S
=
=
=
=
=
=
=
&5
=
=
=
=
==
=
=
=
=
>
=
=
=
&
a
=
=
=
fr
=
=
=
=
=
=
=
a.

Scan QR
untuk berita

selengkapnya
O =
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Pansus Angket Haji Dorong
Revisi UU Haji

a

Ketua Pansus Hak Angket Haji Nusron Wahid saat menyampaikan laporan Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji pada Rapat Paripurna, di Gedung

Parlemen, Senin (30/9/2024).

embentukan Panitia Ang-
ket Haji DPR RI didorong
oleh adanya dugaan
ketidakpatuhan dalam
pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan lbadah Haji dan Um-
rah. Terutama terkait pendistribusian
kuota haji dan tata kelola yang diang-
gap tidak sesuai dengan prinsip
good governance, akuntabilitas dan
transparasi.
Dalam rangkamembuktikan dugaan
adanya ketidakpatuhan pelanggaran

2 undang-undangdalampenyelenggaraan

ibadah haji tahun 2024, Panitia Angket

% Haji DPR RI melakukan penyelidikan

dengan meminta keterangan dari saksi-
saksi yang berasal dari regulator. Tak
luput pulaoperator Kementerian Agama,
penyelenggaraan lbadah Haji Khusus,
jemaah haji, serta melalukan kunjungan
ke lapangan baik dalam negeri maupun
luar negeri.

“Pansus menemukan dugaan keti-
dakpatuhan terhadap UU Nomor 8 Ta-
hun 2019 tentang haji, dimana adanya
penyelewengan kuota haji yang tidak
sesuai. Siskohat dan Siskopatuh tidak
bisa terjamin keamanannya karena ti-
dak adanya audit secara berkala,” kata
Ketua Pansus Hak Angket Haji Nusron
Wahid dalam agenda Rapat Paripurna, di
Gedung Parlemen, Senin (30/9).

la mengatakan Pansus mere-
komendasikan adanya revisi UU
No. 8 Tahun 2019 tentang haji dan
UU No 3 Tahun 2014 tentang pe-
ngelolaan keuangan haji dengan
mempertimbangkan kondisi kekinian
yang terjadidalam regulasi dan model
pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Diperlukan sistem yang lebih
terbuka dan akuntabel dalam pene-
tapan kuota Haji, terutama dalam
ibadah haji khusus termasuk peng-
alokasian kuota tambahan. Setiap
keputusan yang diambil harus dida-
sarkan pada pertauran yang jelas dan
diinformasikan secara terbuka kepada
publik. === tn/aha
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Timwas PPMI Paparkan 12
Butir Kesimpulan

Anggota Timwas PPMI Nihayatul Wafiroh saat b

(30/9/2024).

im Pengawas (Timwas) DPR
RI terhadap Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia
(PPMI) menyampaikan
12 butir kesimpulan dari
seluruh seluruh kegiatan yang telah
dilakukan oleh Timwas PPMI. Hal itu
sebagaimana disampaikan Anggota
Timwas PPMI Nihayatul Wafiroh mene-
gaskan dalam sidang paripurna terakhir
DPR RI Periode 2024-2029 di Senayan.
Jakarta, Senin (30/9).
“Undang-Undang PPMI telah se-
cara tegas mengatur kewenangan
dan tanggung jawab semua pihak
yang terlibat dalam penempatan dan
perlindungan PMI, mulaidaripemerintah

12 Nomor 1314/111/X/2024 Oktober 2024

akan laporan ti pada

pusat hingga ke tingkat desa. Namun
pada tataran implementasi pemerintah
belum optimal dalam menjalankan
UU PPMI oleh karena itu koordinasi
dan kolaborasi antar 29 Kementerian/
Lembaga yang terlibat dalam penem-
patandan perlindungan PMlharusterus
dioptimalkan,” ungkapnya.

Dalam kesempatanitu, Ninih, begitu
ia biasadisapa, mengungkapkan bahwa
Timwas masih menemukan berbagai
permasalahan sejak calon PMI belum
diberangkatkan. Termasuk masalah
pemberangkatan yang nonprosedural,
masalah selama PMI bekerja di negara
penempatan, dan masalah ketika PMI
kembali ke tanah air.

id. paripurna terakhir DPR RI Periode 2024-2029 di Senayan, Jakarta, Senin

Selain itu ada beberapa tantangan
dalam pelaksanaan penempatan dan
perlindungan PMI antara lain tugas
dan tanggung jawab pemerintah yang
belum optimal PMIyang belum memiliki
sertifikasi, belum terbentuknya Layanan
Terpadu Satu Atap (LTSA) PMI, belum
adanyalembagakhususyang melakukan
pelatihan bagi Calon PMI, verifikasi
job order belum optimal, pelayanan
PMI yang masih rumit, penanganan
permasalahan PMIyang belum optimal,
dan data PMI yang belum terintegrasi.
Persoalan tersebut perlu mendapat
perhatian dan harus segera diselesaikan
agar PMI terlindungi dengan baik.

«== ayu/rdn
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Rekomendasi Timwas
Perlindungan PMI

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh saat
Senin (30/9/2024).

ari temuan beberapa
kegiatan yangdilakukan
oleh Tim Pengawas
(Timwas) DPR RI terha-
dap Perlindungan Pe-
kerja Migran Indonesia (PPMI), Tim-
was merekomendasikan beberapa
hal. Diantaranya Pemerintah perlu
melakukan pemetaan persoalan
yang dihadapi PMI dari hulu hingga
ke hilir sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing Kementerian
lembaga.

“Selain itu, Kementerian Koperasi
dan Perekonomian perlu segeramem-

selengkapnya - percepat pengesahan rancangan per-
2 = .
% aturan presiden tentang penguatan

tata kelola penempatan dan perlin-

% dungan PMI,” ujar Anggota Timwas

laporan Ti

DPRRIterhadap Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (PPMI), Nihayatul
Wafiroh diruang rapat paripurna DPR
RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

Ditambahkannya, setiap Kemen-
terian/lembaga yang terkait dengan
penempatan dan perlindungan PMI
perlu melakukan update data dan
situasi terkini, terkait semua persoalan
yang dihadapi dalam penempatan
dan perlindungan PMI. Terutama
persoalan yang paling sering terjadi
permasalahan yang terkait dengan
Purna PMI pemetaan provinsi kabupa-
ten kota dengan permasalahan ter-
banyak dan data CPMI yang gagal
berangkat

Politisi Fraksi PKB ini juga me-
rekomendasikan bahwa setiap

dalam sidang paripurna DPR RI di di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta,

Kementerianlembagadan pemerintah
daerah yang terkait dengan penem-
patan dan perlindungan PMI, per-
lu meningkatkan koordinasi dan
kolaborasi dalam mengatasi setiap
persoalan yang terkait dengan pe-
nempatan dan perlindungan PMI.
Penguatan koordinasi antar lembaga
sangat diperlukan baik koordinasi
antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, maupun lembaga terkait
lainnya.

Koordinasi sangat dibutuhkan
dalam mengembangkan me-kanisme
yang lebih efisien terkait penanganan
kasus-kasus PMI yang bermasalah,
serta pelibatan lebih besar dari peme-
rintah daerah dalam penyediaan laya-
nan perlindungan. === ayu/aha
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DPR 2019-2024 Solid, Periode
Selanjutnya Diharapkan Juga

.

-
L
—

FOTO: ARIEF/HAN

Ketua DPR Rl Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di

(30/9/2024).

etua DPR RI Puan Maha-
rani memuji kesolidan
anggota DPR periode
2010-2024 yang menu-
tup masa baktinya hari
ini. la pun berharap anggota DPR
periode selanjutnya melanjutkan
kekompakan tersebut agar lembaga
legislatif semakin maksimal bekerja
untuk kesejahteraan rakyat.

“DPR RI 2019-2024, tanggal 30
September 2024 ini sudah menye-
lesaikan tugas selama 5 tahun di te-
ngah kondisi global yang pada waktu
itu tidak baik-baik saja sampai akhirnya
Alhamdulillah hari ini semuanya bisa

14 Nomor 1314/111/X/2024 Oktober 2024

Ged DPR, K

berjalan dengan baik,” kata Puan.

Hal tersebut disampaikannya usai
memimpin Rapat Paripurna terakhir
DPR periode 2019-2024 di Gedung
DPR, Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Senin (30/9). Menurut Puan,
kekompakkan dalam bekerja yang
ditunjukan Anggota DPR periode
2019-2024 dapat memaksimalkan
fungsi legislatif.

“Dengan semangat gotong-
royong, kebersamaan, dan kesatuan
bersama kami pimpinan beserta selu-
ruh anggota DPR RI dan fraksi-fraksi
dari awal semuanya kompak, solid,
menjalankan tugas konstitusional,”

ks Parl yan, Jakarta, Senin

tutur perempuan pertama yang
menjabat sebagai Ketua DPR Rl itu.
Puan menegaskan, DPR periode
2019-2024 sudah melakukan kerja-
kerjasecara maksimal. lamenyatakan,
fungsi legislasi DPR telah dijalankan
sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Kita sudah melaksanakannya
itu sesuai dengan mekanisme yang
ada. Kita berusaha selama 5 tahun
ini, namun mungkin belum sem-
purna. Tentu saja kami juga tetap
menerima kritik dan otokritik dalam
membangun bangsa ke depan untuk
bisa menyempurnakan proses-proses
legislasi,” papar Puan. === aha
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UU TPKS dan UU KIA: Komitmen
Perlindungan Masyarakat

PRRIperiode 2019-2024
berhasil mengesahkan
Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (UU TPKS) setelah lebih dari
10 tahun diperjuangkan. Pengesahan
ini menjadi tonggak penting dalam
perlindungan korban kekerasan seksual
di Indonesia yang selama ini dianggap
sebagai fenomena gunung es.

UU TPKS mendapat respons po-
sitif dari masyarakat karena tidak
hanya menekankan penegakan hu-
kum terhadap pelaku, tetapi juga
memberikan perhatian serius pada
perlindungan dan pemulihan kor-
ban. UU ini mengatur hak korban
dalam penanganan, perlindungan,
dan pemulihan, termasuk tata cara
pemberian restitusi bagi korban keke-
rasan seksual.

Ketua Panitia Kerja (Panja) UU
TPKS, Willy Aditya, menyoroti pen-
tingnya aturan turunan dari UU ini
agar implementasinya dapat ber-
jalan lebih baik. “UU TPKS sampai

FOTO: DE_P/AHA

4

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menerima audiensi masyarakat.

hari ini turunannya belum ada. Kita
punya responsibility, maka kemudian
kolektif obligasi itu yang penting,” ujar
Willy dalam rilis persnya usai Rapat
Paripurna terakhir DPR periode 2019-
2024 diGedung Nusantarall, Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakar-ta, Senin
(30/9).

Selain UU TPKS, DPR juga menge-
sahkan Undang-Undang Kesejah-
teraanlbudanAnak (UUKIA) sebagaiini-
siatif DPR. UU ini bertujuan mengatasi
masalah kematianibudan bayisertagizi
buruk yang masih menjaditantangandi
Indonesia. UU KIA juga mencakup hak
ibu pekerja, termasuk penambahan
cutimelahirkan, sebagailangkah mem-
perkuat kesejahteraan ibu dan anak di
Indonesia. === aha
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Tantangan Penganggaran
Selama Pandemi

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal.

PR Rl periode 2019-
2024 menghadapi tan-
tangan berat dalam
menjalankan fungsi
penganggaran selama
pandemiCovid-19. Pandemiinimenye-
babkan pelemahan ekonomi yang
signifikan di berbagai sektor dan me-
maksa pemerintah bersama DPR
melakukan langkah-langkah luar biasa
untuk menyelamatkan perekonomian
nasional.

“Pada periode 2019-2024 ini terja-
di krisis luar biasa, yaitu pandemi
Covid-19.Inisangatberat,dankitaharus
menghargai sikap kenegarawanan

16 Nomor 1314/111/X/2024 Oktober 2024

teman-teman di DPR yang saling me-
mahami pentingnya menangani krisis
dengan cepat dan tanggap,” ujar Wakil
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR
RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, usai
Rapat Paripurna terakhir DPR periode
2019-2024 di Gedung Nusantara Il,
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Senin (30/9).

la menjelaskan bahwa pada awal
pandemi, DPR menyetujui langkah-
langkah refocusing dan realokasi
anggaran APBN Tahun Anggaran 2020.
Ini dilakukan dua kali melalui Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun
2020 dan Nomor 72 Tahun 2020, yang

\NY é‘jﬁl—-

- =

memungkinkan pemerintah meng-
alihkan anggaran untuk penanganan
pandemi.

“Pandemi Covid-19 merupakan
krisis luar biasa yang harus dihadapi
denganlangkah kebijakan extraordi-nary
namun tetap akuntabel,” ujar Cucun.

Langkah ini kemudian diperkuat
dengan pengesahan Perppu Nomor 1
Tahun 2020 yang kemudian menjadi
UU Nomor 2 Tahun 2020, memberikan
dasar hukum bagi pemerintah untuk

melakukan berbagai kebijakan dan =

langkah-langkah luar biasa guna
menanggulangi dampak pandemi.
=== aha
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Omnibus Law Kesehatan:
Reformasi Sektor Kesehatan

FOTO: MUNCHEN/HAN

Ketua DPR Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan | Tahun Sidang 2024-2025 di Ged all,

Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

PR RI periode 2019-

2024 dianggap berhasil

menciptakan reformasi

sektor kesehatan nasional

dengan mengesahkan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

tentangKesehatan. UUinidisusunmelalui

metode omnibus law, yang bertujuan un-

tuk menyederhanakan regulasi sektor

kesehatan dan meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan di Indonesia.

Dalam sambutannya di Rapat

Paripurna terakhir DPR, Ketua DPR

se'engkapnv; Puan Maharani menyatakan bahwa
il omnibus law kesehatan adalah bentuk

1 transformasi dalam legislasi yang

% bertujuan untuk memperbaiki regulasi,

sehingga sistem kesehatan nasional
dapat dikelola dengan lebih baik.

“Dalam pelaksanaan fungsilegislasi
selama periode ini, DPR Rl telah menja-
lankan transformasi dalam memenuhi
kebutuhan hukum nasional, yaitu
antara lain pembentukan undang-
undangyangdilakukan dengan metode
omnibus law; suatu pembentukan Un-
dang-Undangyang terintegrasidengan
perubahan dari berbagai Undang-
Undang lain,” kata Puan saat memimpin
Rapat Paripurna Penutupan Masa
Persidangan | Tahun Sidang 2024-2025
di Gedung Nusantara II, Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin
(30/9).

ks Parlemen,

“Omnibus Law tentang Kesehatan
memberikan landasan hukum bagi
pemerataan fasilitas kesehatan, per-
izinandan registrasi tenaga medis, serta
pemanfaatan teknologi kesehatan,”
jelasnya lagi.

Pengesahan UU ini diharapkan
dapat memperkuat upaya preventif,
promotif, kuratif, rehabilitasi, dan paliatif
dalam layanan kesehatan. Selain itu,
UU ini juga mengatur penggunaan
teknologi kesehatan dan sistem in-
formasiyanglebihmoderndalam mana-
jemen kesehatan nasional. Langkah
strategis ini menjadi pondasi penting
dalam peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan di Indonesia. === aha
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Ratifikasi Kerja Sama Bidang
Pertahanan Jadi UU

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima laporan dari Ketua Komisi | DPR Rl Meutya hafid terkait 5 RUU
pertahanan di Rapat Paripurna, Gedung Nusantara Il DPR RI, Jakarta, Senin (30/9/2023).

etua DPR RI Puan Maha-
rani mengesahkan lima
Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang
kerja sama pertahanan
Indonesia dengan lima negara menjadi
Undang-Undang. Hal itu disampaikan
dalam rapat paripurna ke-8 Masa
Persidangan | Tahun 2024-2025 yang
merupakan sidang paripurna terakhir
keanggotaan DPR periode 2019-2024.

Dalam kesempatan itu, Puan
menyampaikan pertanyaannya kepada
seluruh anggota dewan. “Apakah
5 RUU tentang ratifikasi perjanjian
internasional bidang pertahanan
sebagaimana yang telah kami Sebutkan

18 Nomor 1314/111/X/2024 Oktober 2024

di atas dapat disetujui untuk disahkan

menjadi undang-undang?” ujar Puan

yang kemudian diikuti dengan seruan
setuju dari paraanggota DPR yang hadir
diRapat Paripurna, Gedung Nusantarall

DPRRI, Jakarta, Senin (30/9/2023).

1. UU tentang Pengesahan Perse-
tujuan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintahan
Republik IndiamengenaiKerjaSama
dalam Bidang Pertahanan.

2. UU tentang Pengesahan Perse-
tujuan antara Pemerintah Repu-
blik Indonesia dan Pemerintahan
Republik Federatif Brasil tentang
Kerja Sama terkait Bidang
Pertahanan.

ratifikasi perjanjian inter

3. UU tentang Pengesahan Me-
morandum Saling Pengertian
antara Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia dan Kemen-
terian Pertahanan Persatuan Emi-
rat Arab mengenai Kerja Sama di
Bidang Pertahanan.

4. UU tentang Pengesahan Perse-
tujuan antara Pemerintah Republik
Indonesiadan Pemerintah Kerajaan
Kamboja tentang Kerja Sama di
Bidang Pertahanan.

5. UU tentang Pengesahan Perse-
tujuan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Repu-
blik Prancis tentang Kerja Sama di
Bidang Pertahanan.=-= aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya
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FOTO: JAKA/HAN

UU Paten Resmi Disetujui

Ketua Panitia Khusus RUU Paten Wihadi Wiyanto saat menyerahkan Laporan Panitia Khusus kepada Ketua DPR Rl Puah Maharani,

1 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 tahun 2026 tentang Paten di Rapat Paripurna.

PR RI resmi menyetujui
Rancangan Undang-
undang (RUU) tentang
Perubahan Kedua atas
Undang-Undang (UU)
Nomor 13 tahun 2026 tentang Paten.
Persetujuan ini dilakukan dalam ra-
pat Paripurna DPR RI, Senin (30/9).
Pembahasan RUU tentang Perubahan
Kedua atas UU Nomor 13 tahun 2016
tentang Paten dilakukan oleh Panitia
Khusus (Pansus) yang terdiri dariang-
gota DPR RI dari berbagai latar alat
kelengkapan dewan.
d Pada Rapat paripurna terakhir
di periode 2019-2024 tersebut,
Ketua Panitia Khusus RUU Paten

% Wihadi Wiyanto menyampaikan

bahwa UU Nomor 13 Tahun 2016
tentang Paten sebagaimana telah
diubah beberapa kali, termasuk
melalui UU Cipta Kerja. Lebih lanjut
dijelaskan UU Nomor 13 Tahun 2016
dirasakan sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan kebutuhan
masyarakat, dan perkembangan kebu-
tuhan hukum baik nasional maupun
internasional sehingga perlu diubah
dan disempurnakan.

“Perubahan dilakukan terhadap
48 pasal yang terdapat dalam UU
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Beberapa perubahan substansi atas
UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
yang penting untuk disampaikan
dalam forum Rapat Paripurna yang

i hasil pembicaraan tingk

J

berbahagia ini,” ujar Wihadi me-
nyampaikan Laporan Panitia Khusus
mengenai hasil pembicaraan tingkat |
RUUtentang Perubahan KeduaatasUU
Nomor 13 tahun 2026 tentang Paten
didepan peserta Rapat Paripurna DPR
Rl kaliini.

Pembicaraan tingkat | RUU ten-
tang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 13 tahun 2026 ten-
tang Paten telah dilakukan pada 23
September 2024 yang lalu. Adapun
tiga hal penting yang menjadi titik
berat perubahan UU Paten antara
lain; mendorong inovasi nasional,
mengharmoniskan dengan ketentuan
pateninternasional dan meningkatkan
pelayanan paten. === uc/aha
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Gagas Asosiasi Parlemen
Berbahasa Indonesia-Melayu

adan Kerja Sama Antar
Parlemen (BKSAP) DPR
RI menggagas pemben-
tukan Asosiasi Parlemen
Berbahasa Indonesia-
Melayu. Ketua BKSAP DPR RI Fadli
Zon mengatakan asosiasi ini bertujuan
agar bahasa Indonesia diakui dan
digunakan dalam setiap forum parle-
men dunia, terutama di ASEAN.

“Kami mendeklarasikan Asosiasi
Parlemen Berbahasa Indonesia-Mela-
yu. Gagasan ini adalah bagaimana
bahasa Indonesia dipakai di berbagai
forum parlemen dunia, terutama di
ASEAN dulu,” kata Fadli di Sentul,
Bogor, Jawa Barat, Minggu (29/9).

Fadli mengatakan gagasan ini
sudah dimulai sejak 2021 lalu dan
sudah banyak negara, terutama di
ASEAN, yang telah menyetujui kebe-
radaan Asosiasi Parlemen Berbahasa
Indonesia-Melayu.

“|adi Asosiasi Parlemen Berbahasa :::::I‘?;:g“:fﬂ‘;::';;:':ﬁ;;;‘:g;;;;zo.‘;% Asosiasi Parlemen Ber Indonesia-Melayu, di
Indonesia-Melayu ini sebenarnya

bukan proses baru, kitasudah memulai
inisejak 2021 lalu. Gagasan ini adalah
bagaimana bahasa Indonesia dipakai

di berbagai forum parlemen dunia,
terutama di ASEAN dulu. Karena yang
berbahasa Indonesia-Melayu ini ku-
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RLEMEN ONESIA
ANTAR PARLZF (i 1N D!
N KERIAS% RAKYAT RE
N PERWAKI

DE 2019 -

FOTO: WILGA/HAN

’INAN BKSAP

KAMIMENDEKLARASIKAN rang lebih 300 juta atau atau 320 juta
ASOSIASI|PARLEMEN| orang,” ucapnya.

. “Kita bertemu negara negara
- MELAYU. GAGASANIINI i " ~ yang mayoritas berbahasa Melayu,
ADALAH BAGAIMANA BAHASA s L seperti Ketua Parlemen Malaysia dan
INDONESIA DIPAKAI DI ,{'-{"/ 12 S mereka sangat mendukung Asosiasi
BERBAGAI FORUM PARLEMEN ko= . Parlemen Berbahasa Indonesia-Mela-
DUNIA, TERUTAMA DI ASEAN S - yu. Kemudian kami bertemu de-
DULU. ; . ngan ketua parlemen Brunei, Timor
‘ . Leste, Thailand. Jadi setidaknya ada scanar

untuk berita

beberapa ketua parlemenyang sangat selengkapnya
[Of¢

F d’ o Z mendukung berdirinya Asosiasi Parle-
a ’ on Ketua BKSAP DPRRI men Berbahasa Melayu,” kata Politisi

Fraksi P-Gerindra ini. === we/aha
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Di Hadapan Para Dubes,
Sampaikan Capaian Kinerja

Badan Kerjasama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

\

Periode 2019 — 2024

= =S/

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam foto bersama di Hutan Kota Plataran, Jakarta, Senin (30/9/2024).

i hadapan para duta
besar (dubes) dari ber-
bagai negara, Ketua Ba-
dan Kerja Sama Antar-
Parlemen (BKSAP) DPR
RI Fadli Zon menyampaikan berbagai
capaian dan kinerja BKSAP DPR RI
selama masa jabatan 2019-2024.
Berbagai capaian kinerja ini kemudian
dirangkum dalam empat buku yang

Scan QR
untuk berita

;e'engkapnvam diterbitkan oleh BKSAP, yang juga kata

Fadli, hal tersebut merupakan sebuah
pertanggungjawabannya pada publik.
”Jadiiniadalah sekelumitbagiandari

apa yang dilakukan selama lima tahun,
salah satu bentuk dari akuntabilitas
BKSAP kepada publik, kepada masya-
rakat,” kata Fadli di Hutan Kota Plataran,
Jakarta, Senin (30/9).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun
berpesan pada pimpinan dan anggota
BKSAP DPR Rl yang akan datang akan
pentingnya peran diplomasi parlemen.

“Pesan kedepan, kitaberharapdiplo-
masi bukan hanyatugas dari pemerintah
dalam hal ini, tapi juga tugas parlemen,
tugas warga negara, tugas masyarakat
secara umum, demi kepentingan

KINERJA, ' =

\

/‘,

FOTO: WILGA/HAN

nasional. Diplomasi parlemen tentu
saja menjadi sangat penting karena di
parlemeninijuga merupakan decision
maker, pembuat undang-undang,
budget, dan pengawas pemerintah,”
kata Fadli.

Legislator Dapil Jawa Barat V ini
juga menjelaskan bahwa platform
parlemen diplomasi sudah ada ham-
pir di semua level parlemen. Dan
Indonesia, kata Fadli, harus dapat me-
manfaatkan berbagai forum tersebut
untuk politik internasional Indonesia.

we/rdn
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RS Hermina Depok
Berpelayanan Siap

Ketua BURT DPR RI, Agung Budi Santoso, dalam foto bersama usai memimpin kunjungan kerja BURT DPR Rl ke RS Hermina Depok, Jawa Barat (30/9/2024).

etua Badan Urusan Ru-
mah Tangga (BURT) DPR
RI, Agung Budi Santoso,
menyoroti proses pen-
dataan pada salah satu
Rumah Sakit (RS) Provider PT. Asuransi
Jasindo yaitu RS Hermina Depok, Jawa
Barat (30/9). Menurutnya masih ada
keluhan pada proses pendataan di awal
registrasi, baik dalam pelayanananggota
maupun masyarakat.

“Sempat ada kendala ketika salah
seorang anggota ingin berobat, dimana
datayangadadiRumah Sakittidak sesuai
dengan yang seharusnya, Seperti kelas
dan pelayanan yang diberikan. Namun,

22 Nomor 1314/111/X/2024 Oktober 2024

beberapa kali juga terlihat masyarakat
masih harus mengantri untuk mengurus
pendataan ini,” jelas Politisi Partai De-
mokrat ini ketika diwawancara pada
kunjungan kerja BURT.

Menurutnya Rumah Sakit Provider
PT. Asuransi Jasindo harus terus ber-
koordinasi dan memperbaharui data
yang ada dengan pusat. Agar tidak
terjadilagikesalahandatapadaAnggota.
Terlebih lagi memasuki masa periode
baru yang akan berlangsung, sehingga
data anggota lama dan anggota baru
agar tetap bisa terbaharui.

Solusi lainnya yang dihadirkan oleh
RS Hermina Depok untuk masyarakat

adalah adanya aplikasi RS Hermina.
Aplikasi ini bisa membantu masyarakat
dalam melakukan pendaftaran. Dimana
masyarakat bisa mendaftar melalui
rumah masing-masing dan sudah
terhubung dengan sistem di rumah
sakit.

Aplikasi ini yang diharapkan dapat
mempermudah masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan kesehatan.
Dalamaplikasiinijugasudahadatombol
emergensi untuk pasien dengan kondisi
darurat. Meski begitu Agung tetap
mengharapkan RS Hermina terus ber-
kembang dan melengkapi fasilitas yang
ada. === stu/aha

selengkapnya
[

FOTO: ESTU/HAN

Scan QR
untuk berita
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Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Fasilitasi Gagasan Pembentukan
Kaukus Muda DPR

FOTO: DOK/HAN

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Rl Indra Iskandar saat Penutupan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Calon Anggota DPR Rl Terpilih Periode 2024-2029 di

Gedung Lemhannas RI, Jakarta, Minggu (29/9/2024).

ekretaris Jenderal (Sekjen)
DPR RI Indra Iskandar
menegaskan pihaknya
siap untuk memfasilitasi
gagasan pembentukan
Kaukus Muda DPR RI di periode baru
atau 2024-2029 mendatang. Hal itu
Indra sampaikan dalam meres-pons
banyaknya permintaan dari Anggo-
ta DPR Terpilih selama kegiatan
pembekalan Lemhannas Rl yang ber-
langsung selama sembilan hari terakhir.

Semangat untuk memfasilitasi
adanya Kaukus Muda ini sebagaimana
jugadilakukan oleh Setjen DPRRIdalam
mengakomodir kegiatan kaukuslainnya

yang sudah berdiri di DPR, seperti
Kaukus Perempuan.

“Sebenarnya, hal itu bisa kami fa-
silitasi. Ini(tuaataumuda) bukansoal usia.
Kami bisa fasilitasi. Arti-nya bagaimana
kedepan kaukus mudaberkiprah, silakan
Bapak/Ibu memperkuat gagasan itu.
Silakan jika yang ingin perkuat gagasan
Kaukus Muda kita fasilitasi,” jelas Indra
pada Penutupan Pemantapan Nilai-Nilai
Ke-bangsaan bagi Calon Anggota DPRRI
Terpilih Periode 2024-2029 di Gedung
Lemhannas R, Jakarta, Minggu (29/9).

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
bagi Calon Anggota DPR Terpilih Periode
2024—2029 dilakukan di Jakarta dan

Bogorselama8 hari, mulai21hingga29
September 2024.

Jumlah peserta yang mengikuti ke-
giatan itu sebanyak 271 orang, terdiri
atas calon anggota DPR dan DPD RI
terpilih. Bagi anggota dewan yang su-
dah pernahikut, tidak diwajibkan untuk
ikut kembali.

Total peserta terbagi dalam Ang-
katan | dan Il masing-masing 92
orang, serta Angkatan Ill 89 peserta.
Dalam momen penutupan tersebut,
seluruh calon anggota DPR RI pun
mengucapkan sumpah komitmen
bersama, baik Angkatan I, Angkatan II,
dan Angkatan lll. === rdn
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LENSA
PARLEMEN

Anggota Komisi VIl DPR

RI Diah Nurwitasari dan
Tim Komisi VIl DPR Rl saat
Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi VII DPR Rl ke
Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS) di Kabupaten
Purwakarta, Jawa Barat,
Jumat (27/9/2024).

FOTO : CHASBI/HAN

Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344 ) adprri ) oerri @ eDPrRi orri @) @dpr_ri



